TANGGUNG JAWAB HUKUM PENGELOLA PARKIR
ATAS HILANGNYA KENDARAAN BERMOTOR
DI LOKASI TEMPAT PARKIR PASAR MUNTILAN

SKRIPSI
DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN SYARAT-SYARAT

MEMPEROLEH GELAR SARJANA STRATA SATU
DALAM ILMU HUKUM

OLEH:
BILAL ENDRA SAPUTRA

10340191

PEMBIMBING:

1. FAISAL LUQMAN HAKIM, S.H., M.Hum.
2. MANSUR, S.Ag., M.Ag.

PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

2016



ABSTRAK

Latar Belakang penelitian ini adalah tanggung jawab hukum pengelola
parkir ketika kendaraan bermotor yang diparkirkan hilang tidak sesuai dengan
Pasal 1694 Kitab Undang-undang Hukum Perdata. Hal ini dikarenakan tidak
adanya sosialisasi dari pemerintah terhadap pengelola parkir. Yang menjadi
permasalahan pada penelitian ini adalah bagaimana tanggung jawab hukum
pengelola parkir untuk memberi ganti kerugian atas kehilangan tersebut. Tujuan
dari penelitian ini adalah untuk mengetahui seberapa jauh tanggung jawab hukum
yang dilakukan oleh pengelola parkir di lokasi tempat parkir Pasar Muntilan atas
kejadian kehilangan.

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (field research). Yaitu
penelitian secara langsung di lokasi tempat parkir Pasar Muntilan. Sumber data
dari penelitian ini adalah wawancara dengan pengelola parkir dan pengguna jasa
parkir yang pernah kehilangan kendaraan bermotornya di lokasi tempat parkir
Pasar Muntilan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa: (1) tanggung jawab hukum pengelola
parkir terhadap kasus kehilangan yang terjadi tidak sesuai dengan hukum yang
ada; (2) pemberian ganti kerugian yang diberikan oleh pengelola parkir terhadap
pengguna jasa parkir yang kehilangan kendaraannya tidak sesuai dengan harga
atau nominal kendaraan pada saat hilang; (3) Faktor penghambat pengelola parkir
untuk tidak mengganti kendaraan yang hilang tersebut sesuai dengan harga di
pasaran dikarenakan kurang sadarnya pengelola parkir atas hukum, kurangnya
sosialisai peraturan dari pemerintah, beban yang harus ditanggung dirasa tidak
sesuai dengan pendapatan sebagai petugas parkir, dan tidak adanya asuransi
kendaraan seperti yang dilakukan oleh parkir milik swasta.

Kata Kunci: (Tanggung Jawab Hukum, Pengelola Parkir, Kehilangan
Kendaraan Bermotor)
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BAB |

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pertumbuhan ekonomi di Indonesia sekarang ini sangat meningkat. Hal ini
sudah terbukti dengan berubahnya gaya hidup masyarakat yang cenderung
menjadi lebih konsumtif. Baik itu dalam hal makanan, pakaian, kendaraan,
bahkan perlengkapan kendaraan tersebut. Meskipun membanggakan dalam segi
ekonomi, tetapi semua itu menjadi memprihatinkan jika tidak diimbangi dengan
kesadaran dari masyarakat itu sendiri yang tidak bisa menjaga barang milik
masing-masing. Karena untuk saat ini semakin tinggi angka pembelian barang

tidak berbanding lurus dengan kesadaran untuk menjaganya.

Dewasa ini masyarakat Indonesia telah memasuki masa transisi dari
masyarakat tradisional menuju masyarakat modern. Pada saat yang bersamaan
telah terjadi pula pergeseran nilai-nilai budaya yang selama ini menjadi landasan
moral struktur dalam sistem sosial yang diakibatkan derasnya arus transformasi
radikal berupa modernisasi dan globalisasi, terutama dalam komunikasi,

transportasi dan informasi.

Jika kita melihat perkembangan kendaraan bermotor di negara ini bisa
dikatakan bahwa Indonesia merupakan lahan empuk bagi para produsen

kendaraan bermotor dunia untuk mamasok barangnya, khususnya sepeda motor.



Hal ini terbukti dengan data penjualan sepeda motor nasional berdasarkan data
Asosiasi Industri Sepeda motor Indonesia (AISI) di tahun 2015 kemarin secara

total tercatat mencapai 6.165.897 unit.

Peningkatan angka penjualan di atas mempunyai keuntungan yang besar
bagi kelangsungan kegiatan rutininitas sehari-hari. Karena dengan kendaraan
bermotor ini jarak yang jauh dapat ditempuh dalam waktu yang singkat. Banyak
keuntungan yang didapat, baik dari segi praktis maupun ekonomis. Dengan
kendaraan bermotor segala sesuatu dapat ditempuh dengan cepat dan mudah.
Hampir bisa dikatakan bahwa semua kehidupan dan kebutuhan hidup kita

menggunakan kendaraan bermotor.

Arus modernisasi dan globalisasi di Kabupaten Magelang dapat dirasakan
paling besar berada di Kecamatan Muntilan. Perkembangan ekonomi di
Kecamatan Muntilan dari tahun ke tahun semakin memperlihatkan perubahan
terhadap pola hidup masyarakat. Hal ini tentu saja berpengaruh pada sektor
kepemilikan kendaraan bermotor di Muntilan yang makin meningkat, khususnya
sepeda motor yang di setiap pemiliknya menginginkan kemudahan untuk
menjalankan aktifitasnya. Meningkatnya penggunaan sepeda motor serta aktifitas
masyarakat dari satu tempat ke tempat lain maka meningkat pula kebutuhan
masyarakat akan lahan atau ruang parkir. Karena sepeda motor tidak selamanya
bergerak, ada saatnya juga untuk berhenti, menjadikan tempat parkir sebagai

unsur terpenting dalam transportasi.

! http://www.aisi.or.id/statisticHiakses pada tanggal 20 Januari 2016 pada puk00 21.

WIB.



Setiap ada yang untung pasti juga ada yang rugi seiring bertambanya
jumlah kendaraan bermotor, salah satunya adalah rawan kehilangan. Hal ini
dikarenakan semakin banyak jumlahnya, maka semakin besar tingkat
kehilangannya. Hal ini beberapa kali terjadi ketika si pengguna sepeda motor
memarkirkannya di lokasi tempat parkir. Banyak pengelola parkir yang tidak
bertanggung jawab atas kehilangan kendaraan bermotor dari para pengguna parkir
yang dikelolanya. Sehingga banyak kasus kehilangan ketika memarkirkan di

lokasi tempat parkir.

Kejadian hilangnya sepeda motor di atas sering kali terjadi di lokasi parkir
manapun, khususnya sepeda motor. Hal ini dikarenakan para pengelola lokasi
tempat parkir dengan sengaja telah mencantumkan tulisan di kertas atau karcis
parkir bahwa Segala kehilangan dan atau kerugian adalah tanggung jawab
pemilik, dan bukan tanggung jawab pengelola pdrkidengan adanya tulisan
tersebut seolah-olah pengelola parkir tidak bertanggung jawab jika ada kendaraan
yang hilang ketika parkir, baik itu mobil ataupun sepeda motor. Pengelola parkir
tidak sadar bahwa tugas utama pengelola parkir adalah untuk menjaga keamanan
dan ketertiban kendaraan yang diparkirkan di lokasi tempat parkir yang
dikelolanya. Mereka seolah tidak sadar bahwa apa yang dilakukan telah
melanggar hukum yang telah diatur dan seharusnya menjadi pedoman pengelola

parkir.

Melihat makna tulisan yang biasanya tertulis di karcis parkir tersebut di
atas, maka sudah jelas bahwa kalimat tersebut merupakan klausula yang

menyimpang. Pengadilan  tidak  memperkenankan klausula-klausula



penyimpangan dengan mana pihak yang lebih kuat membebankan kewajiban

kepada pihak yang lebih lemanh.

Kasus hilangnya kendaraan bermotor ketika parkir jelas sudah melanggar
hak-hak pengguna jasa parkir. Pelanggaran ini tidak hanya memberikan gambaran
tentang permasalahan hukum saja, tetapi juga menggambarkan aspek spiritual,
yakni keroposnya pondasi spiritual pelaku usatalam hal ini yang dimaksud
pelaku usaha adalah pengelola parkir. Pengelola parkir hanya mementingkan
keuntungan ekonomi tetapi dengan merugikan hak-hak orang lain.

Kejadian kehilangan kendaraan bermotor ketika parkir juga beberapa kali
terjadi di lokasi tempat parkir di Pasar Muntilan, yaitu kasus hilangnya sepeda
motor. Kejadian semacam ini jelas mencerminkan bahwa tingkat keamanan parkir
di Kecamatan Muntilan belum benar-benar terjamin aman. Dan jika hal ini
dibiarkan terlalu lama, maka akan sedikit banyak berpengaruh dengan
perekonomian di Kecamatan Muntilan yang merupakan salah satu kecamatan

terbesar di Kabupaten Magelang.

Berdasarkan data yang penulis peroleh dari Bapak Darodji selaku salah
satu pengelola lokasi tempat parkir di Pasar Muntilan, bahwa selama tahun 2010
sampai 2015 kemarin sudah terjida kasus kehilangan kendaraan bermotor di

lokasi tempat parkir Pasar Muntilan. Adapun pertanggungjawaban dari pengelola

2 Abdul Kadir MuhammadHukum Perjanjian (Bandung: PT. Alumni, 1986), him. 147.

% Abdul Halim BerkatulahHukum Perlindungan KonsumefBanjarmasin: Nusa Media,
2008), him. 2.



parkir atas hilangnya sepeda motor ketika diparkirkan pun dengan cara yang

kesemuanya berbeda.

Pemerintah Kabupaten Magelang telah mengeluarkan Peraturan Daerah
Kabupaten Magelang Nomor 6 Tahun 2004 tentang Retribusi Tempat Khusus
Parkir. Peraturan tersebut pada dasarnya sebagian besar berisi mengenai ketentuan
mengenai retribusi parkir yaitu pembayaran atas penggunaan tempat parkir, akan
tetapi mengenai ganti rugi kehilangan tidak tercantum dalam undang-undang

tersebut.
B. Pokok Masalah

Dalam rangka mempermudah pencapaian tujuan yang diharapkan dalam
penelitian ini, maka pokok masalah yang akan dibahas dan dirumuskan adalah

sebagai berikut:

1. Bagaimana tanggung jawab hukum pengelola parkir atas hilangnya
kendaraan bermotor dan barang lainnya di lokasi tempat parkir Pasar

Muntilan?

2. Apakah tanggung jawab hukum pengelola parkir Pasar Muntilan sesuai

dengan KUH Perdata?

3. Apakah pemberian ganti rugi sudah sesuai dengan kerugian yang dialami

oleh pengguna jasa parkir yang kehilangan?



C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan

Penelitian ini adalah kegiatan ilmiah yang mempunyai tujuan-tujuan
tertentu yang hendak dicapai oleh peneliti yang tidak terlepas dari perumusan
masalah yang telah ditentukan. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk
mengetahui bagaimana hukum yang seharusnya berlaku atas hilangnya kendaraan

bermotor di lokasi tempat parkir Pasar Muntilan.

2. Kegunaan

Suatu penelitian yang berhasil adalah penelitian yang dapat memberikan
manfaat baik secara teoritis ataupun secara praktis yang meliputi :
1. Kegunaan Ilimiah
Memberikan sumbangan bagi pengembangan ilmu hukum pada umumnya
dan Hukum Perdata pada khususnya tentang hukum atas hilangnya kendaraan
bermotor di lokasi tempat parkir.
2. Kegunaan Aplikatif
1) Guna mengembangkan penalaran, membentuk pola pikir dinamis,
sekaligus untuk mengembangkan kemampuan peneliti dalam mengkritisi
persoalan-persoalan hukum terutama tentang tanggung jawab pengelola
parkir atas hilangnya kendaraan bermotor di lokasi tempat parkir.
2) Hasil penelitian ini diharapkan dapat membantu dan memberi masukan

serta tambahan pengetahuan bagi para pihak yang terkait dengan masalah



yang diteliti, dan berguna bagi para pihak yang berminat pada masalah yag
sama.
D. Telaah Pustaka

Sejauh penulis ketahui, belum ada pembahasan yang secara detail
membahas tentang “Tanggung Jawab Hukum Pengelola Parkir Atas Hilangnya
Kendaraan Bermotor Di Lokasi Tempat Parkir Pasar Muntilan”. Berkaitan dengan
masalah tersebut ada beberapa skripsi yang dijadikan pedoman antara lain:

Pertama, skripsi karya Buyung Ari Rusandi yang berjudul “Tinjauan
Hukum Islam Terhadap Tanggung Jawab Pengelola Jasa Perparkiran (Studi
Pelaksanaan Perdata Kota Yogyakarta No. 18 tahun 2009 Tentang
Penyelengaraan Perparkridn)dalam skripsi tersebut menjelaskan tentang
implementasi prinsip-prinsip hukum islam khususnya figih muamalah dalam
Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 18 Tahun 2009. Yaitu bahwasanya
tanggung jawab seorang juru parkir terhadap keamanan kendaraan apabila terjadi
kehilangan yang mewajibkannya untuk ganti rugi belum sesuai dengan hukum
Islam.

Kedua, skripsi karya M. Ni'am Al-Faiz yang berjudul “Penyelenggaraan
Perparkiran di Kota Yogyakarta (Studi Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota

Yogyakarta Nomor 18 Tahun 2009 Tentang Penyelengaraan Perparkiran)”,

4 Buyung Ari Rusandi yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Tanggung Jawab
Pengelola Jasa Perparkiran (Studi Pelaksanaan Perdata Kota Yogyakarta No. 18 tahun 2009
Tentang Penyelengaraan Perparkrian)”, dalam Skripsi Fakultas Syariah UIN Sunan Kalijaga
Yogyakarta 2010.

> M. Ni'am Al-Faiz yang berjudul “Penyelenggaraan Perparkiran di Kota Yogyakarta
(Studi Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 18 Tahun 2009 Tentang



dalam skripsi tersebut menjelaskan tentang  faktor yang menyebabkan
pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 18 Tahun 2009 Tentang
Penyelengaraan Perparkiran belum berjalan dengan maksimal. Dan juga
pengendalian dan pengawasan perparkiran di Kota Yogyakarta yang kurang rapi
dan tertib sehingga menyebabkan terjadinya kemacetan.

Ketiga, makalah Hukum Perlindungan Konsumen karya Rachardi
Andriyanto yang berjudul “Analisa Muatan Hukum Formil dalam Penyelesaian
Sengketa Konsumen pada Undang-undang No. 8 Tahun 1999 tentang
Perlindungan Konsumeri"Dalam tulisan tersebut menjelaskan bagaimana hukum
menyelesaikan sengketa yang terjadi pada konsumen berdasar undang-undang
yang berlaku.

Keempat, artikel karya Shanti Rachmadsyah, S.H. yang berjudul
“Perlindungan Konsumen (Klausula Baku di Dalam Bros(rPalam artikel
tersebut menjelaskan bahwa pelaku usaha dilarang memproduksi dan/atau
memperdagangkan barang dan/atau jasa yang tidak sesuai dengan janji yang
dinyatakan dalam label, etiket, keterangan, iklan atau promosi penjualan barang
dan/atau jasa tersebut. Jadi, seorang pelaku usaha tidak boleh memperdagangkan

barang dan/atau jasa yang tidak sesuai dengan apa yang dipromosikannya.

Penyelengaraan Perparkiygndalam Skripsi Fakultas Syariah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
2013.

® Rachardi Andriyanto yang berjudul “Analisa Muatan Hukum Formil dalam
Penyelesaian Sengketa Konsumen pada Undang-undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan
Konsumen”, makalah Hukum Perlindungan Konsumen Fakultas Ilmu Hukum Universitas Jember
2013.

"http://www.hukumonline.com/klinik/detail/cl6626/perlindungan-konsumen-
%28klausula-baku-di-dalam-brosur%@iakses pada tanggal 20 Oktober 2014.




Sedangkan dalam skripsi ini penulis membahas mengenai tanggung jawab
pengelola parkir di Pasar Muntilan ketika barang yang diparkirkan hilang, apakah
sesuai dengan hukum yang berlaku atau tidak? Karena saat ini masih banyak
pengelola lokasi tempat parkir yang tidak bertanggung jawab terhadap kendaraan
beserta perlengkapannya kendaraan tersebut diparkirkan. Namun demikian,
beberapa karya di atas akan penulis jadikan sebagai rujukan untuk membahas
analisa nantinya.

E. Kerangka Teoritik

1. Tanggung Jawab Hukum

Tanggung jawab secara definisi merupakan kesadaran manusia akan
tingkah laku atau perbuatan baik yang disengaja maupun yang tidak disengaja.
Tanggung jawab berarti juga berbuat sebagai perwujudan kesadaran akan
kewajiban. Tanggung jawab bersifat kodrati, yang artinya tanggung jawab itu
sudah menjadi bagian kehidupan manusia bahwa setiap manusia dan yang pasti

masing-masing orang akan memikul suatu tanggung jawabnya sendiri-sendiri.

Tanggung jawab hukum dalam hukum perdata berupa tanggung jawab
seseorang terhadap perbuatan yang melawan hukum. Perbuatan melawan hukum
memiliki ruang lingkup yang lebih luas dibandingkan dengan perbuatan pidana.
Perbuatan melawan hukum tidak hanya mencakup perbuatan yang bertentangan
dengan undang-undang pidana saja, akan tetapi jika perbuatan tersebut
bertentangan dengan undang-undang lainnya dan bahkan dengan ketentuan-

ketentuan hukum yang tidak tertulis. Ketentuan perundang-undangan dari
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perbuatan melawan hukum bertujuan untuk melindungi dan memberikan ganti

rugi kepada pihak yang dirugik&n.

Menurut pasal 1365 KUHPerdata, maka yang dimaksud dengan perbuatan
melanggar hukum adalah perbuatan yang melawan hukum yang dilakukan oleh

seseorang yang karena salahnya telah menimbulkan kerugian bagi orang lain.
2. Tinjauan tentang Perparkiran

Pengertian parkir seperti yang tertuang di Undang-undang No. 22 Tahun
2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, sebagaimana tercantum pada Pasal

1 ayat (15), adalah sebagai berikut :

Keadaan tidak bergerak suatu kendaraan yang bersifat sementara karena
ditinggalkan oleh pengemudinya

Sedangkan di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, parkir didefinisikan
sebagai “menghentikan atau menaruh (kendaraan bermotor) untuk beberapa saat

di tempat yang sudah disediakan.”

Pengertian di atas memiliki definisi dari penyedia jasa layanan parkir yaitu
pengelola lokasi tempat parkir untuk menerima penghentian atau penaruhan
(kendaraan bermotor) untuk beberapa saat. Jika melihat fungsi dari perparkiran
terdapat juga asumsi parkir digunakan sebagai tempat penitipan barang yang

memiliki arti apabila seseorang menerima sesuatu barang dari orang lain, dengan

8 Komariah,Edisi Revisi Hukum PerdatéMalang: Universitas Muhammadiyah Malang,
2001), him. 12.

® Kamus Besar Bahasa Indonesia.
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syarat bahwa ia akan menyimpannnya dan mengembalikannya dalam wujud

asalnya menurut Pasal 1694 KUH Perdata.

Berdasarkan Pasal 1694 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

(“KUHPer.”) dapat dilihat pengertian penitipan, yaitu:

“Penitipan adalah terjadi, apabila seseorang menerima sesuatu barang, dari
seorang lain, dengan syarat bahwa ia akan menyimpannya dan mengembalikannya
dalam wujud asalnya.”

Demikianlah definisi yang oleh pasal 1694 KUHPer. diberikan tentang perjanjian

penitipan itu™°

Berdasarkan Pasal 1706 KUHPerdata, pengelola parkir sebagai penerima
titipan wajib menjaga dan mengembalikan barang-barang yang dititipkan
(kendaraan bermotor) dalam keadaan semula pada saat dititipkan. Karena pada
prinsipnya usaha perparkiran adalah jasa penitipan barang sehingga berdasarkan
Kitab Undang-undang Hukum Perdata apabila barang yang ditipkan hilang maka

harus diganti dengan wujud yang sama seperti barang yang dititipkan.

Sehingga parkir dapat diartikan sebagai keadaan tidak bergerak suatu
kendaraan yang bersifat sementara karena ditinggalkan oleh pengemudinya.
Secara hukum dilarang untuk parkir di tengah jalan raya, namun parkir di sisi
jalan umumnya diperbolehkan. Fasilitas parkir dibangun bersama-sama dengan
kebanyakan gedung, untuk memfasilitasi kendaraan pemakai gedung. Termasuk

dalam pengertian parkir adalah setiap kendaraan yang berhenti pada tempat-

19 R. SubektiAneka PerjanjianCetakan Kesepuluh, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti,
1995), him. 107.
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tempat tertentu baik yang dinyatakan dengan rambu lalu lintas ataupun tidak, serta
tidak semata-mata untuk kepentingan menaikkan dan/atau menurunkan orang

dan/atau barang.

Fasilitas parkir untuk umum di luar badan jalan dapat berupa taman parkir
dan/atau gedung parkir. Penetapan lokasi dan pembangunan fasilitas parkir untuk
umum, dilakukan dengan memperhatikan rencana umum tata ruang daerah,
keselamatan dan kelancaran lalu lintas, kelestarian lingkungan, dan kemudahan
bagi pengguna jasa. Penyelenggaraan fasilitas parkir untuk umum dilakukan oleh
pemerintah, badan hukum negara atau warga negara. Penyelenggara fasilitas
parkir untuk umum dapat memungut biaya terhadap penggunaan fasilitas yang

diusahakan.

3. Tinjauan Tentang Benda

Pengertian benda secara luas dapat dilihat dalam Pasal 499 KUH Perdata
yang menyebutkan yang dinamakan kebendaan adalah tiap-tiap barang dan tiap-

tiap hak yang dapat dikuasai oleh hak milik.

Pada umumnya yang diartikan dengan benda (berwujud, bagian kekayaan,
hak) adalah segala sesuatu yang dapat dikuasai manusia dan dapat dijadikan objek

hukum. Disini benda berarti sebagai lawan dari subjek “orang” dalam hukum.

Kendaraan adalah suatu sarana angkut dijalan yang terdiri atas Kendaraan
Bermotor dan Kendaraan Tidak Bermotor. Kendaraan Bermotor adalah setiap
kendaraan yang digerakkan oleh peralatan mekanik berupa mesin selain

kendaraan yang berjalan diatas rel. Kendaraan tidak bermotor adalah setiap
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Kendaraan yang digerakkan oleh tenaga manusia / atau hewan. Kendaraan yang
dimaksud dalam hal ini yaitu kendaraan roda 2 (dua) dan roda 4 (empat).

Kendaraan bermotor merupakan suatu benda bergerak karena memenuhi salah
satu unsur-unsur dari kebendaan bergerak, yaitu benda-benda yang karena

sifatnya dapat berpindah atau yang dapat dipindah-pindahkan.

4. Penitipan

Penitipan barang terjadi apabila orang menerima suatu barang dari orang
lain, dengan syarat bahwa ia akan menyimpannya dan kemudian
mengembalikannya dalam wujud asalnya. Demikianlah definisi yang oleh pasal

1694 B.W. diberikan tentang perjanjian penitipan itu.

Menurut kata-kata pasal tersebut, penitipan adalah suatu perjanjian “riil”
yang berarti bahwa ia baru terjadi dengan dilakukannya suatu perbuatan yang
nyata, yaitu diserahkannya barang yang dititipkan. Jadi tidak seperti perjanjian-
perjanjian lain pada umumnya yang lajimnya adalah konsensual, yaitu sudah
dilahirkan pada saat tercapainya sepakat tentang hal-hal yang pokok dari

perjanjian itu.

5. Putusan Mahkamah Agung

Berdasarkan Putusan Mahkamah Agung R.l. No. 124/PK/PDT/2007 yang
mengatur pengelola parkir untuk mengganti semua bentuk kehilangan di lahan
parkir termasuk di dalamnya kendaraan, helm, isi dalam mobil dan segala sesuatu

yang hilang karena lemahnya keamanan di lokasi tempat parkir. Penggantian
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kerugian pun bukan sebatas maksimal satu kali, sepuluh kali atau sekian kali dari

tarif parkir, namun disesuaikan dengan nilai barang yang hilang atau rusak.

F. Metode Pendlitian

1. JenisPenditian

Penelitian ini merupakan penelitian lapangéeld research). Yaitu
penelitian secara langsung di lokasi tempat parkir Pasar Muntilan untuk

mengetahui sistem pengelolaan parkir di tempat tersebut.

2. Pendekatan

Pendekatan masalah merupakan proses pemecahan atau penyelesaian
masalah melalui tahap-tahap yang telah ditentukan sehingga mencapai tujuan
penelitian**

Untuk membahas permasalahan yang terdapat dalam skripsi ini penulis
menggunakan pendekatan yuridis normatif dan yuridis empiris. Pendekatan
yuridis normatif menekankan pada diperolehnya keterangan berupa naskah hukum
yang berkaitan dengan objek yang diteliti. Sedangkan pendekatan yuridis empiris
yatu cara prosedur yang dipergunakan untuk memecahkan masalah penelitian
dengan meneliti data sekunder terlebih dahulu untuk kemudian dilanjutkan

dengan mengadakan penelitian terhadap data primer di lapgngan.

1 Abdulkadir MuhammadHukum dan Penelitian HukuntBandung: Citra Aditya Bakti,
2004), him. 112.

12 Soerjono Soekanto dan Sri Mamudfienelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan
Singkat (Jakarta: Rajawali Pers, 1985), him. 52.



15

Secara oprasional penelitian yuridis normatif dilakukan dengan penelitian
kepustakaan. Sedangkan pendekatan secara yuridis empiris dilakukan dengan
mewawancara beberapa narasumber yang berkompeten dan berhubungan dengan
penulisan skripsi ini, untuk mendapatkan data secara oprasional penelitian empiris

dilakukan dengan penelitian lapangan.

3. Sumber Pendlitian
a. Data Primer
a) Wawancara dengan pengelola parkir di Pasar Muntilan.
b) Wawancara dengan pengguna parkir yang pernah kehilangan kendaraan
bermotornya di lokasi parkir Pasar Muntilan.
b. Data Sekunder
Data sekunder ini akan diperoleh dari penelitian kepustakaan yang berupa
bahan-bahan hukum yang terdiri dari :
1) Bahan Hukum Primer
Bahan hukum primer adalah bahan yang memiliki kekuatan mengikat
yang berkaitan dengan obyek penelitian. yakni :
a) Kitab Undang-undang Hukum Perdata.
b) Putusan Mahkamah Agung R.l. No. 124/PK/PDT/2007.
c) Dan Peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan.
2) Bahan Hukum Sekunder
Bahan hukum sekunder adalah bahan yang memberikan penjelasan

mengenai bahan hukum primer, misalnya :
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a) Buku-buku literatur yang berkaitan dengan permasalahan.

b) Skripsi, makalah, ataupun artikel khususnya yang berkaitan dengan
keperdataan.

c) Hasil-hasil penelitian para pakar hukum yang berkaitan dengan

permasalahan yang diteliti.

6. Lokas Penelitian
Penelitian ini akan dilakukan di wilayah hukum lokasi tempat parkir Pasar

Muntilan, Kabupaten Magelang.

7. Penentuan Responden
Responden yang akan dijadikan obyek pada penelitian ini adalah
a) Pengelola parkir di lokasi parkir Pasar Muntilan.
b) Pengguna jasa parkir yang pernah kehilangan kendaraan bermotornya di

lokasi parkir Pasar Muntilan.

8. Alat dan Teknik Pengumpulan Data
Penelitian ini akan dilakukan dengan alat dan teknik sebagai berikut :

a. Alat yang digunakan yakni pedoman wawancara.

b. Teknik yang digunakan dalam penelitian ini yakni dengan teknik
wawancaraifiterview), yaitu dengan cara melakukan tanya jawab kepada

pihak-pihak yang terkait, yakni pengelola parkir, petugas parkir, dan
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pengguna jasa parkir di lokasi tempat parkir Pasar Muntilan yang
kehilangan kendaraan bermotor.

c. Observasi, yaitu pengamatan secara langsung terhadap gejala-gejala
subyek atau obyek yang diteliti dengan maksud untuk meyakinkan

kebenaran data yang diperoleh dari wawantara.

9. AnalisisData

Adalah proses penyederhanaan data ke dalam bentuk yang mudah dibaca
dan diinterpretasikatf. Dalam mengelola dan menganalisis data yang diperoleh
selama penelitian akan menggunakan analisis kualitatif. Yaitu analisis yang
dilakukan dengan merangkai data yang dikumpulkan secara sistematis sehingga
didapat gambaran masalah atau suatu keadaan yang diteliti.

Selain itu juga memakai metode berpikir induktif, yaitu kesimpulan
dimulai dari pernyataan atau fakta-fakta umum menuju bersifat khusus sehingga
didapat suatu gambaran yang jelas tentang masalah atau suatu keadaan yang

diteliti.

G. Sistematika Pembahasan
Untuk mempermudah penulis dalam menyusun tulisan ini, maka akan

dibagi menjadi lima bab, dan tiap-tiap bab dibagi dalam sub bab yang disesuaikan

13 Sutrisno HadiMetodologi ResearctiYogyakarta: Yayasan Penelitian Fakultas UGM,
1988) him.193.

4 Masri Singarimbun dan Sofyan EfendVletode Penelitian Survei(Jakarta:
LP3ES, 1989), him. 263.
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dengan luas pembahasan. Adapun sistematika pembahasan dalam penulisan ini
adalah sebagai berikut:

Pada bab pertama, berisi pendahuluan yang meliputi latar belakang masalah,
pokok masalah, tujuan dan kegunaan, telaah pustaka, kerangka teoritik, metode
penelitian, serta sistematika pembahasan. Dalam bab ini dibahas sedikit mengenai
fakta-fakta unik yang menarik penulis untuk melakukan penelitian di lokasi
tempat parkir Pasar Muntilan.

Pada bab kedua, menjelaskan tentang tinjauan umum mengenai tanggung jawab
hukum, parkir, dan tinjuauan tentang benda.

Pada bab ketiga, memaparkan gambaran umum mengenai penyelenggaraan
perparkiran di Pasar Muntilan. Yaitu tentang sejarah, lokasi parkir, , fasilitas
pengguna jasa parkir, bentuk tanggung jawab petugas parkir dan penyelesaiannya.
Pada bab keempat, pembahasan ditujukan pada hasil penelitian dan analisis data.
Selain itu dalam bab ini juga dipaparkan pendapat pribadi penulis mengenai objek
penelitian.

Pada bab kelima, merupakan bagian akhir dari penelitian yang berisikan
kesimpulan, saran dan kata penutup. Dalam bab ini penulis akan menguraikan

mengenai kesimpulan dan saran terkait permasalahan yang ada.
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BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian dan pembahasan pada bab-bab sebelumnya, maka
penulis menarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Tanggung jawab hukum pengelola parkir di lokasi tempat parkir Pasar
Muntilan belum sesuai dengan Pasal 1694 KUH Perdata, karena pada
dasarnya parkir merupakan tempat penitipan barang yang berarti apabila
seseorang menerima sesuatu barang dari orang lain, dengan syarat bahwa
ia akan menyimpannnya dan mengembalikannya dalam wujud asalnya.
Secara khusus kejadian kehilangan kendaraan di lokasi tempat parkir Pasar
Muntilan dikarenakan kurangnya pengawasan dalam pelaksanaan parkir,
tidak adanya peraturan khusus yang mengatur tentang pengelolaan parkir,
dan juga kurangnya pengetahuan oleh pengelola dan petugas parkir
tentang perparkiran.

2. Pemberian ganti kerugian kehilangan yang diberikan pengelola parkir di
lokasi tempat parkir Pasar Muntilan ketika terjadi kehilangan kendaraan
bermotor hanya mengganti kerugian uang yang tidak sampai setengah dari
harga kendaraan yang hilang tersebut. Padahal seharusnya pengelola
lokasi tempat parkir mengganti dengan nominal yang disesuaikan dengan

nilai barang yang hilang atau rusak.
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3. Problematika pemberian ganti kerugian oleh pengelola parkir atas
hilangnya kendaraan bermotor dan barang lainnya ketika terjadi
kehilangan yaitu karena beban yang harus ditanggung dirasa tidak sesuai
dengan pendapatan sebagai petugas parkir, dan tidak adanya asuransi
kendaraan seperti yang dilakukan oleh parkir milik swasta dan tidak
adanya bantuan dari pemerintah dengan dalih bahwa pemerintah dengan

pengelola parkir telah melakukan bagi hasil pendapatan parkir.

Sekali lagi, tugas dan fungsi utama pengelola parkir adalah untuk
menciptakan ketertiban dan keamanan di lokasi tempat parkir. Maka pengguna
jasa parkir membayar retribusi parkir bukan untuk menyewa lahan parkir,
melainkan untuk memperoleh keamanan atas kendaraannya. Dengan demikian,
pengguna jasa parkir akan merasa aman ketika kendaraanya diparkirkan di lokasi

tempat parkir tersebut.

B. Saran

Dari data dan analisis yang ada pada bab sebelumnya di atas, maka penulis
memberikan saran mengenai tanggung jawab hukum pengelola parkir atas

hilangnya kendaraan bermotor di lokasi tempat parkir Pasar Muntilan:

1. Bagi Pemerintah Kabupaten Magelang
Peraturan yang mengatur tentang perparkiran di Kabupaten
Magelang sebenarnya sudah tertulis di dalam perda Nomor 6 tahun 2004

tentang Retribusi Parkir. Terdapat beberapa pasal yang terdapat di dalam
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peraturan tersebut, diantaranya mengatur tentang jenis parkir, tata cara
pengelolaan parkir, kewajiban pengelola parkir, dan lain-lain. Akan tetapi
di dalam peraturan tersebut belum tertulis bagaimana tanggung jawab
hukum pengelola parkir ketika kendaraan yang diparkirkan mengalami
kejadian kehilangan. Dengan demikian, diharapkan Pemerintah Kabupaten
Magelang untuk merevisi peraturan tersebut yang salah satunya dengan
menambah pasal tanggung jawab pengelola parkir dan petugas parkir
untuk mengganti secara penuh kerugian yang menimpa pengguna jasa
parkir. Sehingga diharapkan dengan peraturan baru bisa menjadi panduan
para pengelola dan petugas parkir dalam menjalankan tugasnya.

. Bagi Pengelola Parkir

Pengelola Parkir seharusnya tidak lepas dari tanggung jawab ketika
ada kendaraan yang hilang di area parkirnya, karena hal tersebut
merupakan tanggung jawab bagi pengelola parkir. Jika ada kendaraan
yang hilang maka pengelola parkir harus bertanggung jawab mengganti
kerugian.

Upaya pencegahan terhadap hilangnya kendaraan di area parkir
dapat ditanggulangi dengan menambah keamanan di area parkir,
menambah personil parkir, memberi rambu-rambu parkir yang jelas dan
memberikan karcis parkir bagi setiap kendaraan yang parkir. Selain itu,
sebaiknya pihak pengelola lokasi tempat parkir beserta Dinas Pasar
Kabupaten Magelang bekerja sama dengan pihak asuransi. Sehingga

nantinya tarif parkir sudah meliputi premi asuransi dan ganti rugi terhadap
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kerusakan atau pun kehilangan kendaraan bermotor ketika diparkirkan
akan dilakukan oleh pihak asuransi.
. Bagi Pengguna Jasa Parkir

Tanggung jawab penitipan kendaraan bermotor sudah diatur dalam
KUH Perdata. Namun, bukan berarti pengguna jasa parkir boleh sembrono
dalam memarkirkan kendaraannya di lokasi tempat parkir yang sudah
dijaga petugas parkirnya. Kehati-hatian dan kewaspadaan dari pengguna
jasa parkir tetap diperlukan.

Pengguna jasa parkir harus lebih cermat dalam memilih tempat
parkir yang aman untuk kendaraannya. Memberi kunci tambahan untuk
kendaraannya dan tidak lupa untuk meminta karcis parkir sebagai tanda
bukti parkir. Hal tersebut dilakukan untuk menanggulangi hilangnya
kendaraan di area parkir, jika terjadi kehilangan kendaraan bermotor di
lokasi tempat parkir maka pengguna jasa parkir harus segera melapor pada
petugas parkir dan pengelola parkir juga menunjukkan karcis parkir
sebagai tanda bukti, sehingga dapat memperoleh ganti kerugian.

. Kata Penutup

Dengan mengucapkan puji syukur kehadirat Alloh SWT yang telah
memberikan kekuatan lahir dan batin serta ketenangan jiwa penulis
sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Tanggung
Jawab Hukum Pengelola Parkir atas Hilangnya Kendaraan Bermotor Di

lokasi Tempat Parkir Pasar Muntilan” ini dengan baik.
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Dalam penyusunan skripsi ini penulis telah mengupayakan yang
terbaik. Namun penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari
sempurna, tidak lain karena kemampuan ang dimiliki penulis sangat
terbatas. Karena itu, penulis mengharapkan saran dan kritik yang
membangun dari berbagai pihak. Atas saran dan kritik yang diberikan
penulis mengucapkan terima kasih dan semoga skripsi ini bermanfaat bagi
pengembangan IImu Hukum selanjutnya.

Penulis juga mengucapkan terima kasih kepada berbagai pihak
yang telah memberikan bantuan dan dukungan sehingga skripsi ini mampu
diselesaikan. Dan akhirnya hanya kepada Alloh SWT kita memohon
pertolongan dan berserah diri, semoga Alloh memberikan ridho-Nya.

Amin.
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